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ABSTRAK 
Abstrak:  Penelitian ini diajukan untuk mengetahui pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks 
pembangunan manusia di Kabupaten Merauke tahun 2011-2018. Dalam analisis ini menggunakan 
metode analisis regresi linier sederhana. Untuk mengolah datanya dilakukan dengan menggunakan 
program SPSS 20. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dana otonomi khusus 
mengalami kenaikan pada tiap tahun  anggaran  yang  pada  tahun  2011 berjumlah 60.588.071..000 
yang artinya masih rendah, sementara pada tahun  2012 dan 2013 mengalami kenaikan sebesar 
75.754.207.000, sementara  dari tahun  anggaran  2014  sampai  dengan  tahun  2018  mengalami  
kenaikan  sebesar 102,513.472.000. dan jumlah dana ini masih stabil sampai  tahun anggaran 2018 
dengan jumlah 102.513.472.000. Dan indeks pembangunan manusia atau variable dependen yang 
mengalami kenaikan perkembangan IPM kabupaten Merauke pada periode 2011 sampai dengan 2018 
menunjukan pertumbuhan positif namun laju  pertumbuhan  IPM  kabupaten  Merauke terbilang 
lambat dimana dalam kurung waktu 8 tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan IPM kabupaten 
Merauke hanya 0,55 poin ( Indeks Pembangunan Manusia, 2018). 
Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan hipotesis yang diambil  dalam Ha diterima dan Ho 
ditolak, yaitu Dana Otonomi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia di  Kabupaten Merauke. 
 
Kata kunci : Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia  
 
Abstract: This study was proposed to determine the effect of the special autonomy fund on the human 
development index in Merauke regency in 2011-2018. In this analysis, it used a simple linear 
regression analysis method. To process the data, it used the SPSS 20 programs. 
Based on the results of this study indicate that the special autonomy fund has increased in each fiscal 
year which in 2011 numbered 60.588.071.000 which means  it was still low, which in 2012 and 2013 
experienced an increase of 75.754.207.000 and while from 2014 to 2018 it increased by 
102.513.472.000 and the mount of these fund is still stable until 2018 with a total of 102.513.472.000. 
And the human development index or the Merauke regency is fairly slow where in the last  8 years the 
average HDI growth rate of Merauke regency is only 0,55 points, (Human Development Index,2018). 
The results of this study provide the hypothesis conclusions drawn from Ha accepted and Ho rejected, 
namaly the special autonomy fund significantly influences the human development index in merauke 
regency. 
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PENDAHULUAN 
Momentum reformasi di Indonesia memberikan kesempatan bagi pengembangan 
pemikiran dan kesadaran untuk memecahkan berbagai masalah di daerah masing – masing 
dalam menata  kehidupan  berbangsa  dan bernegara yang lebih baik. Seperti yang telah  
diketahui  bahwa kebijakan  yang  bersifat  sentralistik  atau  terikat  ini  menimbulkan 
berbagai masalah karena kebijakan yang digunakan ini tidak bisa menyesuaikan dengan 
keadaan kondisi keragaman daerah dan aneka keragaman suku yang ada di Indonesia. 
Merupakan akibat terhadap penggunaan strategi ini adalah pengelolaan Negara tidak 
efektif.[1] 
Kesejahteraan dan kehidupan layak yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk 
hal ini  dapat  dipahami dalam  hal pemberian  anggaran dana bagi setiap daerah secara adil 
dan merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga setiap daerah dapat 
mewujudkan kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya. [2]menyebutkan bahwa salah satu 
tujuan pokok negara untuk kesejahteraan yaitu menjamin 
pemberian sumber daya dan kekayaan secara adil dan merata. [3]menegaskan dalam 
bukunya, bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disebut Konstitusi 
Keadilan Sosial, sehingga semua standar yang terlihat dalam berbagai kebijakan, hukum, 
peraturan dan semua tindakan pemerintah dipertimbangkan dalam berbagai program 
pembangunan disertai dengan anggaran negara dan daerah mereka, harus diberikan untuk 
meningkatkan kualitas kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. 
Kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat di daerah timur Indonesia tidak 
sepenuhnya dirasakan. Pembangunan lebih dirasakan oleh daerah pusat atau daerah yang 
lebih dekat dengan pemerintah pusat[4]. Daerah tertinggal dimaknai sebagai daerah 
kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif  kurang berkembang dan kesejahteraan 
dibandingkan daerah lain dalam skala nasional yang penentuannya menggunakan enam 
Kriteria dasar, yaitu : perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana 
(Infrastruktur), kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik khusus daerah 
(bencana alam, konflik, perbatasan Negara).[5] 
Guna mencapai kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat 
Indonesia, Pemerintah pusat memberikan kebijakan memberikan otda yang besar dan 
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bertanggung jawab kepada wilayah yang ingin mengatur rumah tangga mereka sendiri. 
Tambahan perlu disediakan yang ingin mengatur rumah tangganya sendiri[6], perlu 
diberikannya tambahan dana untuk daerah-daerah yang diberikan kebijakan khusus. Dana 
tambahan tersebut disebut dengan Dana Otonomi Khusus. Dana otonomi khusus adalah 
dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, diatur 
dalam UU No 21 tahun 2001[7]. Pemberian Otonomi khusus  pada suatu daerah merupakan 
kebebasan bagi rakyat suatu daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya 
sendiri. Bentuk otonomi dalam harapan ini dapat mempercepat pengembangan dan 
partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.Untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia dan kesejahteraan di Papua, perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah. 
Karena ini sangat penting, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan kurang lebih 20% 
dari 80% alokasi  dana  otsus. Tujuan dari otonomi khusus adalah memajukan kesejahteraan 
dan kemakmuran masyarakat. Keberhasilan suatu daerah terlihat dari kesejahteraan yang di 
dapat dari daerah tersebut. Kesejahteraan dapat tercapai jika setiap alokasi dana 
perimbangan untuk belanja daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.[8] 
Ketertinggalan proses pembangunan di daerah timur Indonesia, khususnya daerah 
Papua menimbulkanbeberapa masalah mulai dari ketimpangan social,kesenjangan dan 
kemiskinan. Beberapa permasalahan ini yang dialami oleh masyarakat setempat 
(masyarakat endogen). Orang Papua tertinggal di hampir semua bidang kehidupan, 
terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan kebijakan sosial (Bagian 
Penjelasan Umum Hukum Otsus). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 
kebutuhan masyarakat adalah layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, yang 
dalam hal penggunaan peralatan dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah 
daerah. Ketersediaan peralatan dan infrastruktur yang cukup secara tidak langsung akan 
mengurangi angka kematian dan melek huruf. Ini akan makmur orang, Indeks 
Pembangunan Manusia, yang mempromosikan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, 
adalah salah satu langkah kesejahteraan yang dapat diambil orang. Indeks Pembangunan 
Manusia Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat [9]. 
Perkembangan IPM kabupaten Merauke sejak tahun 2014 dihitung menggunakan 
metode baru.  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  indikator sudah tidak layak lagi untuk  
digunakan  dalam  penghitungan IPM[10]. Secara umum besarnya capaian IPM kabupaten 
Merauke selalu mengalami perubahan peningkatan dari tahun ke tahun. Pencapaian ini 
menunjukan usaha pembangunan manusia sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun 
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1. 2011 66,03 
2. 2012 66,38 
3. 2013 66,88 
4. 2014 67,33 
5. 2015 67,75 
6. 2016 68,09 
7. 2017 68,64 
8. 2018 69,38   
Sumber: BPS Kabupaten Merauke (data merauke tahun 2018) 
 
Berdasarkan tabel 1.1 dapat  dilihat  bahwa  perkembangan  IPM kabupaten Merauke 
pada periode 2011 sampai dengan 2018 menunjukan pertumbuhan positif namun laju 
pertumbuhan IPM kabupaten Merauke terbilang lambat dimana dalam kurung waktu 8 
tahun  terakhir  rata-rata  laju pertumbuhan IPM kabupaten Merauke hanya 0,55 poin ( 
Indeks Pembangunan Manusia, 2018). 
Pemerintah daerah Kabupaten Merauke adalah salah satu  Kabupaten di Indonesia 
khususnya di Papua yakni Papua Selatan, sejak tahun 2001, diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, sejak saat  
itu pula pembagian dana otonomi khusus berjalan di seluruh kabupaten Provinsi Papua 
termasuk Papua Selatan yakni Kabupaten Merauke. 
Sejak diberlakukanNya UU Otonomi Daerah, maka pemerintah daerahkabupaten 
Merauke membuat beberapa terobosan - terobosan baru diantaranya: 
1. Bebas Biaya Berobat 
2. Bebas Biaya Pendidikan 
3. MembantuMasyarakat Kampung dengan Dana Rencana Pembangunan Strategi 
Kampung (RESPEK ) 
4. Pemberdayaan Masyarakat Asli Papua 
5. Pemberian Beras Miskin ( RASKIM ) 
6. Gerakan Membangun Kampungku ( GERBANGKU ) 
 
Tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus 
Provinsi Papua, Hal ini memberikan kabar baik dan kesempatan kepada pemerintah 
Provinsi, Kabupaten/kota untuk melihat kebutuhan – kebutuhan dasar rakyat Papua, 
seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat (kegiatan ekonomi). 
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Untuk mengimplementasikan Kebijakan yang sesuai dengan otonomi UU ini dapat 
dibuat pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah dana khusus untuk otonomi. Dana 
Khusus Otonomi yang Diterima oleh Kabupaten Merauke tahun terdapat pada table 
dibawah ini, khususnya pada tahun 2011 – 2018 : 
Tabel 2. Dana Otonomi Khusus untuk Kabupaten Merauke Tahun 2011-2018 
No. Tahun 
Jumlah Dana Otonomi 
Khusus 
(Miliyar) 
1. 2011 60.588.071.000 
2. 2012 75.754.207.000 
3. 2013 75.754.207.000 
4. 2014 102.513.207.000 
5. 2015 102.513.207.000 
6. 2016 102.513.207.000 
7. 2017 102.513.207.000 
8. 2018 102.513.207.000 
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke 
 
Dari table 1.2 diatas menunjukan jumlah dana otsus di Kabupaten Merauke pada 
tiap tahun anggaran yang pada tahun 2011 berjumlah 60.588.071..000 yang artinya  masih  
rendah,  sementara  pada  tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan sebesar 75.754.207.000, 
sementara pada tahun anggaran. 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami  kenaikan  
sebesar  102,513.472.000.  dan  jumlah  dana  ini  masih stabil sampai tahun anggaran 2018 
dengan jumlah 102.513.472.000. Dari uraian dan latar belakang diatas , maka penulis 
berkeinginan untuk  membuat penelitian  dengan  judul  ―Pengaruh  Dana  Otonomi  
Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Mansusia Di Kabupaten Merauke tahun 2011 - 
2018”. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (deduktif) dengan metode 
assosiatif atau desain kausal yang bertujuan menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan 
kausalitas antar variabel (explanatory research). Jenis penelitian ini berusaha untuk mengukur 
dan menguji hubungan kausalitas antara variabel-variabel yaitu variabel eksogen terhadap 
variabel endogen. 
Berdasarkan jenis sumber data yang terkumpul dari tahun 2013-2018 adalah deret 
waktu (time series), maka terdapat. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier 
berganda dengan OLS (Ordinary Least Square) menggunakanSPSS.     
Di mana: 
Y = Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri  
X1 = Belanja modal 
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 X2 = Investasi swasta 
X3 = Usaha industri 
Fungsi persamaan model yang akan diregresi adalahsebagai berikut: 
Y = f (X1, X2, X3) 
dengan persamaan regresi 
n_Y=β0+ β1Ln_X1+ β2Ln_X2+ β3Ln_X3 +  
Keterangan : 
Ln_Y= jumlah tenaga kerja yang terserap per tahun (orang) 
Ln_X1= belanja modal dalam rupiah per tahun 
Ln_X2=  volume nilai investasi swasta dalam rupiah per tahun 
Ln_X3= usaha industri dalam jumlah unit usaha yang berjalan selama dalam satu 
tahun 
β0 = konstanta 
β1, β2, β3 = koefisien variabel bebas 
ε = error term 
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Sampel Penelitian 
Objek dalam penelitian ini yaitu kabupaten Merauke dalam kurung waktu 6 tahun 
dari tahun 2013-2018. Data yang digunakan antara lain data belanja modal, nilai investasi, 
jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. 
Tabel 3. Data Belanja Modal, Nilai Investasi Swasta, Jumlah Unit Usaha danTenaga Kerja Di 
Kabupaten Merauke Tahun 2013-2018 
  




NO TAHUN BELANJA MODAL UNIT   
SWASTA KERJA       
USAHA         
 1 2013 Rp 589,290,000,000 Rp 43,149,146,000 804 2686 
 2 2014 Rp 528,977,000,000 Rp 45,356,748,000 851 2901 
 3 2015 Rp 657,533,000,000 Rp 19,337,343,000 826 2221 
 4 2016 Rp 312,370,000,000 Rp 18,223,913,000 828 2302 
 5 2017 Rp 438,510,000,000 Rp 19,702,115,000 869 2402 
 6 2018 Rp 458,073,000,000 Rp 19,735,281,000 889 2407 
 
Sumber : BPS Kab Merauke, 2019 
 
Berdasarkan data pada tabel 2 dapat terlihat perkembangan belanja modal, nilai 
investasi swasta, jumlah usaha serta penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Merauke 
periode 2013-2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh variabel belanja modal, nilai investasi swasta dan jumlah usaha terhadap 
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penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Merauke maka data pada tabel 3 ditransfer ke dalam 
bentuk logarima natural seperti terlihat pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel 4. Data Belanja Modal, Nilai Investasi Swasta, Jumlah Unit Usaha 
dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Merauke Tahun 2013-2018 (Log Natural/LN)  
 
  BELANJA NILAI JUMLAH TENAGA 
NO TAHUN MODAL INVESTASI UNIT USAHA KERJA 
  (lnX1) SWASTA (lnX2) (lnX3) (lnY) 
      
1 2013 27.10 24.49 6.69 7.90 
2 2014 26.99 24.54 6.75 7.97 
3 2015 27.21 23.69 6.72 7.71 
4 2016 26.47 23.63 6.72 7.74 
5 2017 26.81 23.70 6.77 7.78 
6 2018 26.85 23.71 6.79 7.79  
Sumber : Data hasil Olahan, 2019 
B. Hasil Analisis 
Berdasarkan data pada tabel 2 metode analisis regresi linear berganda dan 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan SPSS maka 
hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut; 
 
Tabel 5 Estimasi Faktor-Faktor Determinan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
pada Sektor Industri di Kabupaten Merauke (Tahun 2013-2018) 
 
      
   
 
Variabel 
Koefisien t- F- 
Signifikansi  
Regresi Hitung Hitung    
 Belanja Modal -0.063 -9.9992  0,010 










Jumlah Unit Usaha 0.795 18.748 0,003   
 Konstanta -2,117   
0.001  
Adjusted R Square 0.999 
  
      
Sumber : Data Hasil Olahan, 2019 
 
Berdasarkan data pada tabel 4 di atas dapat diperoleh rumus regresi berganda adalah 
sebagai berikut : 
Y = -2,117 – 0,063 + 0.261+0.795 + e 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa variabel belanja modal berpengaruh negatif 
terhadap penyerapan tenaga kerja di mana nilai coefficientnya sebesar -0.063, Hal ini dapat 
terlihat dari dana Belanja Modal untuk Kabupaten Merauke dari periode 2013-2018 
mengalami fluktuasi sehingga dapat berdampak pada kurangnya penyerapan tenaga kerja. 
Seharusnya untuk mengurangi atau menghindari meningkatnya angka pengangguran pihak 
pemerintah harus lebih mengalokasikan dana atau menambah porsi belanja modal. 
Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian nilai coefficient sebesar 0.261 sedangkan 
probabilitasnya sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05 ini menunjukkan pengaruh positif dan 
signifikan, artinya dengan meningkatnya nilai investasi swasta akan mendorong 
peningkatan penyerapan tenaga kerja di kabupaten Merauke terutama pada sektor-sektor 
yang bersifat padat karya. 
Nilai coefficient untuk variabel usaha industri sebesar 0.795 serta probabilitasnya 
sebesar 0.003 dapat diartikan bahwa variabel usaha industri berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Merauke, hal ini berarti bahwa 
pertumbuhan unit usaha di suatu wilayah pada suatu sektor akan berdampak pada 
peningkatan jumlah tenaga kerja. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang 
berdiri maka akansemakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja. 
Secara simultan variabel belanja modal, nilai investasi, jumlah unit usaha 
berpengaruh positif serta signifikan terhadap penyerapan jumlah tenaga kerja di kabupaten 
Merauke, hal ini dapat terlihat dari nilai probabilitasnya sebesar 0.001 yang lebih kecil dari 
0.05. dengan demikian untuk mengurangi angka pengangguran perlu adanya kerja sama 
antara pihak pemerintah beserta sektor swasta dalam meningkatkan belanja modal, nilai 
investasi, peningkatan jumlah unit usaha, sehinga dapat membawa dampak positif terhadap 
peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Secara parsial variabel belanja modal berpengaruh negatif terhadap penyerapan 
tenaga kerja, sedangkan untuk variabel nilai investasi, jumlah usaha berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap jumlah tenaga kerja di kabupaten Merauke. 
Secara simultan baik variabel belanja modal, nilai investasi serta jumlah usaha 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah tenaga kerja di Kabupaten Merauke 
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Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan 
yaitu untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja sehingga angka pengangguran di Kabupaten 
Merauke semakin berkurang perlu adanya kerja sama antara pihak pemerintah dan pihak 
swasta, dalam meningkatkan nilai belanja modal, nilai investasi sehingga unit usaha dapat 
bertumbuh dan berkembang di Kabupaten Merauke serta harus bijak dalam menentukan 
arah pembangunan daerah dan dapat berdampak bukan hanya pada peningkatan jumlah 
tenaga kerja tetapi juga pada peningkatan SDM yang memiliki kemampuan dan kualitas 
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